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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memenuhi Hak Keuangan dan 
Administratif . Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan · Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa sejalan dengan perkembangan 
perekonomian saat rm terhadap tunjungan 
perumahan · bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau untuk 
disesuaikan kembali melalui perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut 
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah .. 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 1'8'6 TAHUN 2022 
TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang 
undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2015 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten 
Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman 
Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 749) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Togas 
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 823); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokkan kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 
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Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 127 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 
2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adminstratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020), diubah sebagai 
berikut: 

Pasall 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 63 TAHUN 
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 
Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilah Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 4). 

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017); 

15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksana Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Bekasi Nomor 127 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 
Tahun 2019 tentang Peetunjuk Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2020); 
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BERITA DAERAH·KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 196 

I 
Diundangkan di : Cikarang Pusat 

· Padata~ : Juni2022 
.. /~~ E/., DAERAH KABUPATEN BEKASI 

DANI RAMDAN 

t.t.d 

Pj. BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal : Juni 2022 

Agar setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ·. ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bekasi, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Rumah Negara dan 
Perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan yang 
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta 
dipotong pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Besaran tunjangan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota 
DPRD adalah sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp.42.800.000,- (Empat Puluh Dua Juta 

Delapan Ratus Ribu Rupiah); 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.42.300.000,- (Empat Puluh 

Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) 
c. Anggota DPRD sebesar Rp.41.800.000,- (Empat Puluh Satu 

Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 

Pasal 17 


